WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR %3¢ TAHUN 2023

TENTANG

PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2023

WALI KOTA PADANG,

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pemerintah yang profesional, efektif, efisien dan transparan,
perlu adanya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik
dalam bentuk peta rencana sistem pemerintahan berbasis
elektronik;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota
tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik Tahun 2023. (

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah
Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 9);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang



Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3164);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5348);

8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik;

9. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7
Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas
Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik
Untuk Pelayanan Publik;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi
Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantuan dan
Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

12. Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektonik (Berita
Daerah Tahun 2019 Nomor 76) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 29 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektonik (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 29).

MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KESATU : Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun
2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal [0 4u) 2023

WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Sekretaris Daerah Kota Padang
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG

NOMOR
TENTANG

TAHUN 2023

PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023

PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

TAHUN 2023

I. MATRIX PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

No

Uraian Proyek/Aktivitas

Penanggung Jawab

Arah Kebijakan : Pemerintahan Umum

Inisiatif Strategis : Pembangunan portal administrasi Pemerintah Kota Padang

Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (hosting)

1 | Tata Kelola
a. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Diskominfo, Bappeda,
Dokumen Bagian Organisasi
b. Pembentukan dan Penguatan kapasitas Tim | Diskominfo, Bagian Hukum
Koordinasi SPBE Pemerintah Kota Padang Setda Kota Padang
c. Penguatan Kebijakan SPBE Diskominfo, Bagian Hukum
Setda Kota Padang
2 | Manajemen
a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Diskominfo
manajemen resiko SPBE
b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Diskominfo
manajemen keamanan informasi
c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Diskominfo
manajemen data
d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Diskominfo
manajemen aset TIK
e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan BKPSDM, Diskominfo
manajemen sumber daya manusia SPBE
f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Diskominfo
manajemen pengetahuan
g. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Diskominfo
manajemen perubahan
h. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Diskominfo
manajemen layanan SPBE
3 | Layanan
a. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Diskominfo

b. Penatalaksanaan dan Pengawasan
implementasi sistem informasi/aplikasi

Diskominfo

c. Penyediaan akses internet yang berkualitas | Diskominfo
d. Survey layanan SPBE Diskominfo, Bagian
Organisasi Setda  Kota

Padang




s

No Uraian Proyek/Aktivitas Penanggung Jawab

4 | Aplikasi

a. Pengembangan aplikasi khusus sesuai Diskominfo, OPD terkait
kebutuhan perangkat daerah dan/atau
Arsitektur Proses Bisnis SPBE

b. Pengembangan aplikasi RB Tematik Diskominfo, OPD terkait

c. Pengembangan Integrasi antar aplikasi Diskominfo, OPD terkait

d. Pengembangan portal data Pemerintah Kota | Diskominfo, OPD terkait
Padang sesuai Satu Data Indonesia

e. Penggunaan Aplikasi Umum di bidang Diskominfo, OPD terkait
perencanaan, penganggaran, pengadaan
barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas
kinerja, pemantauan dan evaluasi,
kearsipan, kepegawaian dan pengaduan
pelayanan publik

S5 | Infrastruktur

a. Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Kota Diskominfo
Padang

b. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Diskominfo
Layanan Pemerintah

c. Penyelenggaraan Jaringan Internet Diskominfo
Pemerintah Kota Padang

d. Penyelenggaraan Jaringan Intranet Diskominfo

Pemerintah Kota Padang
e. Pemanfaatan Layanan Pusat Data Nasional | Diskominfo
6 | Keamanan
a. Penyelenggaraan keamanan informasi SPBE | Diskominfo
b. Pembentukan Tim CSIRT Pemerintah Kota | Diskominfo
Padang
c. Bimbingan Teknis Kewaspadaan Serangan | Diskominfo
Malware dan Phising bagi Agen CSIRT
Pemerintah Kota Padang
7 | Audit TIK
a. Melaksanakan audit aplikasi sesuai Diskominfo
petunjuk teknis BRIN;
b. Melaksanakan audit infrastruktur sesuai Diskominfo
petunjuk teknis BRIN;
c. Tim Audit Internal melaksanakan audit Diskominfo

aplikasi dan infrastruktur seperti pentest,
dll

II. DETAIL RENCANA PROYEK/AKTIVITAS PETA RENCANA SPBE TAHUN 2023

Detail inisiatif pembangunan portal administrasi Pemerintah Kota Padang adalah
sebagai berikut:

1. Tata Kelola

l.a. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Aristektur SPBE Pemerintah
Kota Padang

Kode Program la
Nama Program/ | Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen
Kegiatan Aristektur SPBE Pemerintah Kota Padang




B

Tahun 2023

Penanggung Diskominfo, Bappeda, Bagian Organisasi

jawab

Rincian 1. memahami konsep dasar arsitektur SPBE yang sesuai
kegiatan referensi arsitektur dan referensi domain.

2. memahami alur kerja Pemerintah Daerah pada sub
makro ataupun mikro, sesuai yang diamanatkan oleh
Perpres SPBE.

3. memahami metode penulisan arsitektur SPBE
(Prinsip, Matrik dan Diagram)

4. input data arsitektur menggunakan aplikasi sistem
informasi arsitektur SPBE

5. menyusun dokumen arsitektur sesuai basis data
sistem informasi arsitektur SPBE

6. melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi

7. mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari
bagian hukum Setda Kota Padang

8. melakukan FGD Inovasi Proses Bisnis

9. melakukan FGD Review dan evaluasi Peta Proses
Binis

Rincian khusus | 1. Diskominfo meminta login sistim informasi arsitektur

kegiatan tahun SPBE

2023 2. Diskominfo mempelajari penggunaan sistim informasi
arsitektur SPBE

3. Diskominfo berkoordinasi dengan Bappeda dan
Bagian Organisasi terkait supply data proses bisnis
Pemerintah Kota Padang

4. Diskominfo melakukan pengumpulan data domain
arsitektur SPBE dari beberapa perangkat daerah

5. Diskominfo melakukan Input data arsitektur
menggunakan aplikasi sistem informasi arsitektur
SPBE

6. Menyusun dokumen arsitektur sesuai basis data
sistem informasi arsitektur SPBE

7. Menyusun SK Wali Kota tentang Arsitektur SPBE
Pemerintah Kota Padang

Output yang 1. dokumen arsitektur SPBE lengkap yang sesuai

dihasilkan referensi arsitektur dan referensi domain.

2. dokumen model Peta Proses Bisnis masing-masing
level dan pendukung yang sesuai dengan pedoman
yang berlaku dan didokumentasikan secara formal.

3. dokumen model Peta Proses Bisnis yang telah
dilakukan perbaikan dan didokumentasikan secara
formal.

4. dokumen  penerapan Inovasi Proses  Bisnis
menggunakan SPBE.

5. notulensi / catatan / laporan hasil reviu/evaluasi
dokumen arsitektur SPBE.

1.b. Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE Pemerintah
Kota Padang

Kode Program 1.b

Nama Program/ | Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi
Kegiatan SPBE Pemerintah Kota Padang

Tahun 2023

Penanggung Diskominfo, Bagian Hukum Setda Kota Padang
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jawab
Rincian 1. menentukan Anggota Tim Koordinasi SPBE
kegiatan 2. menentukan Tupoksi Tim
3. merumuskan isu-isu strategis terhadap
perkembangan SPBE
4. membentuk formulasi rekomendasi untuk menjadi
perubahan dalam program kerja berikut nya sebagai
tindak lanjut
5. menerbitkan SK Tim SPBE setiap tahun
6. sosialisasi dan harmonisasi program kerja Tim
Koordinasi SPBE sosialisasi dan  harmonisasi
program kerja Tim Koordinasi SPBE
Output yang 1. SK Tim Koordinasi SPBE setiap tahun
dihasilkan 2. Notulensi/catatan/laporan, foto dan dokumen lainnya

terkait tugas/program kerja yang dilakukan Tim
Koordinasi SPBE

1.c. Penguatan Kebijakan SPBE

Kode Program

l.c

Nama Program/
Kegiatan

Penguatan Kebijakan SPBE

Tahun

2023

Penanggung
jawab

Diskominfo, Bagian Hukum Setda Kota Padang

Rincian
kegiatan

1. melakukan reviu kebijakan SPBE setiap tahun
berdasarkan pedoman/ rekomendasi Kementerian
PANRB.

2. mengidentifikasi masalah dan isu serta isi kebijakan

yang akan dibuat, yaitu terkait Arsitektur SPBE, Peta

Rencana SPBE, Manajemen Data, Pembangunan

Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Pengoperasian

Jaringan Intra, Penggunaan Sistem Penghubung

Layanan, Manajemen Keamanan Informasi, Audit TIK,

Tim Koordinasi SPBE.

melakukan perbaikan kebijakan SPBE berdasarkan

hasil reviu.

mengesahkan hasil perbaikan kebijakan SPBE.

melakukan sosialisasi perbaikan kebijakan SPBE

G

Output yang
dihasilkan

dokumen kebijakan SPBE dalam bentuk Perwako/SK
Notulensi/catatan/laporan, foto dan dokumen lainnya
terkait reviu kebijakan SPBE yang dilakukan Tim
Koordinasi SPBE

Sl o

2. Manajemen

2.a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko SPBE

Kode Program 2.a

Nama Program/ | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko
Kegiatan SPBE

Tahun 2023

Penanggung Diskominfo

jawab

Rincian 1. Penyusunan/reviu pedoman manajemen risiko SPBE
kegiatan 2. Menyusun dokumen manajemen/kontrol risiko SPBE

3. Merumuskan isu-isu strategis manajemen risiko SPBE
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terhadap perkembangan SPBE

4. Menyusun form manajemen risiko SPBE

Rincian khusus
kegiatan tahun
2023

[

.Melakukan penyusunan/reviu manajemen risiko

SPBE pada Dinas Komunikasi dan Informatika

. Menyusun dokumen manajemen/kontrol risiko SPBE

pada Dinas Komunikasi dan Informatika

. Merumuskan isu-isu strategis manajemen risiko SPBE

pada Dinas Komunikasi dan Informatika

.Menyusun form manajemen risiko SPBE Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Padang

Output yang
dihasilkan

2.

. Dokumen kebijakan Manajemen Risiko SPBE dalam

bentuk Perwako/SK
Dokumen manajemen /kontrol risiko SPBE

2.b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan manajemen keamanan informasi

Kode Program | 2.b

Nama Program/ | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan manajemen
Kegiatan keamanan informasi

Tahun 2023

Penanggung Diskominfo

jawab

Rincian 1. Penyusunan/reviu pedoman manajemen keamanan
kegiatan informasi SPBE

.

3.

. Monitoring dan evaluasi

Melakukan penilaian keamanan berbasis INDEKS
KAMI

Menyusun kebijakan standar/SOP untuk identifikasi,
deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan,
pemantauan dan evaluasi keamanan informasi

. Pembentukan Tim CSIRT Pemerintah Kota Padang
. Melaksanakan kegiatan edukasi keamanan informasi

untuk ASN
penerapan manajemen
keamanan informasi

Rincian khusus
kegiatan tahun
2023

. Dinas Komunikasi

. Pembelian Anti Virus Berlisensi

. Melakukan penyusunan/reviu manajemen keamanan

informasi SPBE pada Dinas Komunikasi dan
Informatika
. Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan

penerapan Keamanan Informasi pada Aplikasi di
server CPANEL yang digunakan seluruh perangkat
daerah berupa konfigurasi serta upgrade versi
CPANEL, dan modul CPANEL, pemeriksaan folder dan
file-file coding, pemeriksaan halaman login aplikasi,
pemeriksaan enkripsi password pada database table
user sesuai Perwako 27 tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Keamanan Informasi SPBE pada Bab
III Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE.

dan Informatikan melakukan
pengendalian keamanan informasi pada jaringan di
lingkungan Pemerintah Kota Padang berupa setiap
WIFI harus mempunyai login page dan konfigurasi
jaringan intra yang bersifat rahasia dan tertutup

yang dibagikan
kepada Perangkat Daerah

. Pembelian Plugin Imunify360 CPANEL untuk sistem

pertahanan keamanan, optimasi security dari sisi web
server terhadap malware, serangan ddos, injection, dll.
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6. Pembentukan Tim CSIRT Kota Padang Tahun 2023

Output yang
dihasilkan

1. Dokumen kebijakan Sistim Manajemen Keamanan
Informasi dalam bentuk Perwako/SK

2. Dokumen SOP manajemen keamanan informasi

3. Dokumentasi  kegiatan  penerapan manajemen
keamanan informasi yang dilakukan Dinas Kominfo
terhadap seluruh perangkat daerah

4. Notulensi/catatan/laporan, foto dan dokumen lainnya
terkait reviu manajemen keamanan informasi yang
dilakukan Tim Koordinasi SPBE

2.c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan manajemen data

Kode Program 2.c

Nama Program/ | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan manajemen data
Kegiatan

Tahun 2023

Penanggung Diskominfo

jawab

Rincian 1. Penyusunan/reviu pedoman manajemen data
kegiatan 2. Menyusun domain arsitektur data dan informasi

berdasarkan referensi arsitektur dan referensi domain

3. Menyusun data induk dan data referensi

4. Menyiapkan penyimpanan data yang akurat, mutakhir
dan terkelola dengan baik

5. Melakukan pengelolaan, menjaga kualitas data dan
standarisasi data berbagi pakai (data induk dan data
referensi)

6. Melakukan pengumpulan, pengkategorian, dan
pengelolaan metadata statistik yang didapat dari
perangkat daerah

7. Menggunakan aplikasi Indonesia Data HUB dalam
mendefenisikan data

8. Monitoring dan evaluasi penerapan manajemen data

Rincian khusus
kegiatan tahun
2023

1. Melakukan penyusunan/reviu manajemen data pada
Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Melakukan penyusunan domain arsitektur data dan

informasi berdasarkan referensi arsitektur dan
referensi domain
3. Menyusun data induk dan data referensi yang

berhubungan dengan data statistik sektoral Dinas
Komunikasi dan Informatika

4. Melakukan pengelolaan, menjaga kualitas data dan
standarisasi data induk dan data referensi yang
berhubungan dengan data statistik sektoral Dinas
Komunikasi dan Informatika

5. Melakukan pengumpulan, pengkategorian, dan
pengelolaan metadata statistik yang didapat dari
perangkat daerah

6. Menggunakan aplikasi Indonesia Data HUB dalam
mendefenisikan data

7. Monitoring dan evaluasi penerapan manajemen data
terhadap metadata statistik yang telah dikelola

Output yang
dihasilkan

1. Dokumen kebijakan Manajemen Data Informasi dalam
bentuk Perwako/SK

2. Dokumen SOP pengumpulan data sektoral perangkat
daerah
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3. Dokumen laporan kegiatan pengumpulan data
sektoral dilakukan Dinas Kominfo terhadap seluruh
perangkat daerah

4. Notulensi/catatan/laporan, foto dan dokumen lainnya
terkait reviu manajemen data yang dilakukan Tim
Koordinasi SPBE

2.d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan manajemen aset TIK

Kode Program | 2.d

Nama Program/ | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan manajemen aset
Kegiatan TIK

Tahun 2023

Penanggung Diskominfo

jawab

Rincian 1. Penyusunan/reviu pedoman manajemen aset TIK
kegiatan meliputi (proses perencanaan, pengadaan,

pengelolaan, dan penghapusan aset TIK)
2. Melakukan penelitian tentang tata cara penyusunan
aset TIK
3. Menyusun daftar aset TIK Pemerintah Kota Padang
4. Menyusun perencanaan aset TIK Pemerintah Kota
Padang
.Menyusun SOP pengadaan aset TIK di lingkungan
Pemerintah Kota Padang

9]

Rincian khusus
kegiatan tahun
2023

6. Menyusun SOP pengelolaan aset TIK

7. Menyusun SOP penghapusan aset TIK

8. SOP Identifikasi dan Klasifikasi Aset

1. Melakukan penelitian tentang tata cara penyusunan
inventarisasi aset TIK Dinas Komunikasi dan

Informatika

2. Membuat SOP Identifikasi dan Klasifikasi Aset TIK
Dinas Komunikasi dan Informatika

3. Melakukan penyusunan daftar aset TIK pada Dinas
Komunikasi dan Informatika

Output yang
dihasilkan

1. Laporan inventarisasi aset Dinas Komunikasi dan
Informatika

2. Dokumen SOP Identifikasi dan Klasifikasi Aset Dinas
Komunikasi dan Informatika

3. Dokumen daftar aset TIK Dinas Komunikasi dan
Informatika

2.e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan manajemen sumber daya manusia

SPBE

Kode Program |2.e

Nama Program/ | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan manajemen
Kegiatan sumber daya manusia SPBE

Tahun 2023

Penanggung Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya
jawab Manusia, Diskominfo

Rincian 1. Penyusunan/reviu pedoman manajemen sumber daya
kegiatan manusia SPBE

2. Menetapkan jenis kompetensi teknis SDM yang
dibutuhkan dalam menyelenggarakan SPBE

3. Menyusun perencanaan formasi SDM penyelenggara
SPBE
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4. Melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi SDM
sesuai jenis kompetensi (pelatihan, dll)
5. Monitoring kinerja SDM penyelenggara SPBE
Rincian khusus | 1. BKPSDM menyusun formasi SDM penyelenggara
kegiatan tahun SPBE
2023 2. BKPSDM menyusun Dokumen Kebutuhan dan
Rencana Pengembangan Kompetensi untuk beberapa
atau seluruh perangkat daerah
3. BKPSDM melaksanakan kegiatan pelatihan
berdasarkan dokumen tersebut
4. BKPSDM melakukan dokumentasi kegiatan pelatihan
5. BKPSDM melakukan evaluasi terhadap hasil kegiatan
pelatihan
Output yang 1. Dokumen kebijakan Manajemen sumber daya
dihasilkan manusia SPBE dalam bentuk Perwako/SK
2. Dokumen perencanaan formasi SDM penyelenggara
SPBE
3. Dokumen road map pelatihan
4. Dokumen kebutuhan dan pemenuhan SDM
penyelenggara SPBE
5. Dokumen kinerja SDM penyelenggara SPBE

2.f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan manajemen pengetahuan

Kode Program 2.t
Nama Program/ | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan manajemen
Kegiatan pengetahuan
Tahun 2023
Penanggung BKPSDM, Diskominfo
jawab
Rincian 1. BKPSDM menyusun/reviu pedoman manajemen
kegiatan pengetahuan
2. BKPSDM mencari dan mengumpulkan informasi dari
berbagai sumber tentang manajemen pengetahuan
3. BKPSDM melaksanakan kegiatan berbagi informasi
dan pengetahuan antara pelaksana dan atasan
langsung (coaching dan mentoring)
4. Melakukan kegiatan ASN coaching dan mentoring di
lingkungan Pemerintah Kota Padang
Rincian khusus | 1. BKPSDM menyusun pedoman manajemen
kegiatan tahun pengetahuan dalam bentuk coaching dan mentoring
2023 2. BKPSDM menyusun edaran pelaksanaan coaching
dan mentoring
3. BKPSDM melaksanakan kegiatan coaching dan
mentoring
4. BKPSDM melakukan dokumentasi/rekapitulasi
kegiatan coaching dan mentoring
Output yang 1. Dokumen kebijakan manajemen pengetahuan dalam
dihasilkan bentuk Perwako/SK
2. Dokumentasi kegiatan masing-masing ASN

melakukan coaching dan mentoring yang dikirim
setiap bulan ke google form.
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2.g. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan manajemen perubahan

Kode Program 2.g
Nama Program/ | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan manajemen
Kegiatan perubahan
Tahun 2023
Penanggung Diskominfo
jawab
Rincian 1. Penyusunan/reviu pedoman manajemen perubahan
kegiatan 2. Mengidentifikasi hal-hal terkait SPBE yang perlu
ditingkatkan
3. Menyampaikan usulan perubahan kepada pimpinan
untuk mendapat persetujuan
4. Menyusun perubahan yang disetujui
5. Menyiapkan dan menyediakan segala sumber daya
dan data untuk mendukung proses perubahan
6. Melakukan sosialisasi tentang perubahan yang
dilakukan
7. Melakukan pemantauan dan pengelolaan terkait
risiko perubahan, resistansi dan dampak dari
perubahan
8. Melakukan evaluasi, revisi dan perbaikan secara terus
menerus
Output yang 1.Dokumen kebijakan manajemen perubahan dalam
dihasilkan bentuk Perwako/SK
2.Dokumentasi pemantauan, pengelolaan perubahan

vang dilakukan.

2.h. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan manajemen layanan SPBE

Kode Program 2.h
Nama Program/ | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan manajemen
Kegiatan layanan SPBE
Tahun 2023
Penanggung Diskominfo
jawab
Rincian 1. Penyusunan/reviu pedoman manajemen layanan
kegiatan SPBE
2. Menyusun dokumen siklus layanan SPBE (strategi,
pengembangan, operasional dan evaluasi)
3. Membuat SOP setiap siklus layanan SPBE
4. Menyusun daftar layanan SPBE
5. Membuat SLA layanan SPBE
6. Membuat mekanisme layanan bantuan setiap layanan
SPBE
Output yang 1. Dokumen kebijakan manajemen layanan SPBE dalam
dihasilkan bentuk Perwako / SK
2. Dokumen daftar layanan SPBE beserta SLA dan
layanan bantuan.

3. Layanan

3.a. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (hosting)

Kode Program

3.a

Nama Program/
Kegiatan

Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan
Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
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(hosting)
Tahun 2023
Penanggung Diskominfo
jawab
Rincian 1. Penyusunan SOP hosting
kegiatan 2. Menyusun dokumen pengelolaan hosting
3. Melakukan Monitoring dan evaluasi server hosting
dan aplikasi hosting
Output yang 1. Dokumen SOP hosting
dihasilkan 2. Dokumentasi pengelolaan hosting dan monitoring

evaluasi server dan aplikasi hosting.

3.b. Penatalaksanaan dan Pengawasan implementasi sistem informasi/aplikasi

Kode Program 3.b
Nama Program/ | Penatalaksanaan dan Pengawasan implementasi sistem
Kegiatan informasi/aplikasi
Tahun 2023
Penanggung Diskominfo
jawab
Rincian 1. Penyusunan SOP penatalaksanaan dan pengawasan
kegiatan implementasi sistim informasi / aplikasi
2. Membuat repository penyimpanan master sistim
informasi / aplikasi beserta manualnya
3. Membuat daftar sistim informasi/aplikasi yang telah
digunakan perangkat daerah
4. Melakukan Monitoring dan evaluasi implementasi
sistim informasi/aplikasi yang digunakan perangkat
daerah
5. Membuat laporan  monitoring dan  evaluasi
implementasi sistim informasi/aplikasi
Output yang 1. Dokumen SOP penatalaksanaan dan pengawasan
dihasilkan implementasi sistim informasi / aplikasi

2. Dokumentasi pengelolaan sistim informasi / aplikasi
3. Monitoring dan evaluasi sistim informasi / aplikasi
yvang digunakan perangkat daerah

3. c. Penyediaan akses internet yang berkualitas

Kode Program 3.c

Nama Program/ | Penyediaan akses internet yang berkualitas

Kegiatan

Tahun 2023

Penanggung Diskominfo

jawab

Rincian 1. Monitoring dan evaluasi penggunaan bandwidth
kegiatan setiap perangkat daerah menggunakan tool NMS dan

Cacti

2. Analisa kebutuhan bandwidth
daerah

3. Melakukan pengelolaan kebutuhan bandwidth

4. Penyediaan layanan perbaikan kerusakan jaringan
internet berupa Engineer on Site, penggantian alat,
dil.

5. SLA dari penyedia layanan internet

setiap perangkat
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Output yang 1. Dokumen laporan pengelolaan bandwidth
dihasilkan 2. Dokumen laporan kerusakan jaringan internet
perangkat daerah

3.d. Survey layanan SPBE

Kode Program | 3.d
Nama Program/ | Survey layanan SPBE
Kegiatan
Tahun 2023
Penanggung Diskominfo, Bagian Organisasi Setda Kota Padang
jawab
Rincian 1. Membuat motode dan periode survey
kegiatan 2. Menyusun kuesioner survey
3. Melaksanakan survey
4. Mengumpulkan data survey
5. Melakukan analisa dan penilaian survey
6. Menampilkan hasil survey
Output yang 1. Dokumen laporan survey
dihasilkan
4. Aplikasi

4.a. Pengembangan aplikasi khusus sesuai kebutuhan perangkat daerah
dan/atau Arsitektur Proses Bisnis SPBE

Kode Program 4.a
Nama Program/ | Pengembangan aplikasi khusus sesuai kebutuhan

Kegiatan perangkat daerah dan/atau Arsitektur Proses Bisnis
SPBE

Tahun 2023

Penanggung Diskominfo, OPD terkait

jawab

Rincian 1. Menyusun data arsitektur proses bisnis yang terdapat

kegiatan dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Kota Padang

2. Inventarisasi dan prioritas usulan pengembangan
aplikasi usulan perangkat daerah yang menunjang
arsitektur proses bisnis

3. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah
terkait pengembangan aplikasi khusus menunjang
arsitektur proses bisnis

4. Melakukan tahapan analisa kebutuhan, perencanaan,
desain, implementasi desain, testing, pembuatan
dokumentasi/manual book, deployment, maintenance

5. Penggunaan aplikasi oleh perangkat daerah
6. Evaluasi penggunaan aplikasi
7. Menyiapkan layanan help desk aplikasi
Output yang 1. Dokumentasi manual book aplikasi
dihasilkan 2. Master coding aplikasi untuk disimpan di repository
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4.b. Pengembangan aplikasi RB Tematik

Kode Program |4.b
Nama Program/ | Pengembangan aplikasi RB Tematik
Kegiatan
Tahun 2023
Penanggung Diskominfo, OPD terkait
jawab
Rincian 1. Menyusun data arsitektur proses bisnis terkait
kegiatan pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi,
penanganan stunting, akselerasi digitalisasi
administrasi pemerintah yang terdapat dalam
Arsitektur SPBE Pemerintah Kota Padang
2. Inventarisasi dan prioritas pengembangan aplikasi
usulan perangkat daerah yang menunjang RB tematik
3. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah
terkait pengembangan aplikasi khusus menunjang RB
tematik
4. Melakukan tahapan analisa kebutuhan, perencanaan,
desain, implementasi desain, testing, pembuatan
dokumentasi/manual book, deployment, maintenance
5. Penggunaan aplikasi oleh perangkat daerah
6. Evaluasi penggunaan aplikasi
7. Menyiapkan layanan help desk aplikasi
Output yang 1. Dokumentasi manual book aplikasi
dihasilkan 2. Master coding aplikasi untuk disimpan di repository

4.c. Pengembangan Integrasi antar aplikasi

Kode Program |4.c
Nama Program/ | Pengembangan Integrasi antar aplikasi
Kegiatan
Tahun 2023
Penanggung Diskominfo, OPD terkait
jawab
Rincian 1. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah
kegiatan terkait pengembangan integrasi antar aplikasi khusus
2. Melakukan tahapan analisa kebutuhan, perencanaan,
desain, implementasi desain, testing, pembuatan
dokumentasi/manual book, deployment, maintenance
3. Penggunaan metode file sharing, database sharing,
dan API untuk integrasi antar aplikasi
4. Penambahan coding file sharing, database sharing,
dan API untuk integrasi antar aplikasi
5. Penggunaan aplikasi yang telah terintegrasi oleh
perangkat daerah
6. Evaluasi penggunaan aplikasi
7. Menyiapkan layanan help desk aplikasi
Output yang 1. Dokumentasi integrasi antar aplikasi
dihasilkan 2. Master coding aplikasi untuk disimpan di repository
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4.d. Pengembangan portal data Pemerintah Kota Padang sesuai Satu Data

Indonesia
Kode Program |4.d
Nama Program/ | Pengembangan portal data Pemerintah Kota Padang
Kegiatan sesuai Satu Data Indonesia
Tahun 2023
Penanggung Diskominfo, OPD terkait
jawab
Rincian 1. Instalasi portal data CKAN Satu Data Indonesia
kegiatan 2. Melakukan koordinasi pengumpulan data dengan
perangkat daerah sebagai produsen data
3. Pengisian data pada portal data CKAN
4. Evaluasi penggunaan portal data CKAN
5. Menyiapkan layanan help desk portal data CKAN
Output yang 1. Portal data CKAN Pemerintah Kota Padang
dihasilkan

4.e. Penggunaan Aplikasi

Umum di bidang perencanaan, penganggaran,

pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, pemantauan
dan evaluasi, kearsipan, kepegawaian dan pengaduan pelayanan publik

Kode Program 4.e
Nama Program/ | Penggunaan Aplikasi Umum di bidang perencanaan,
Kegiatan penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah,
akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi,
kearsipan, kepegawaian dan pengaduan pelayanan
publik
Tahun 2023
Penanggung Diskominfo
jawab
Rincian 1. Penggunaan aplikasi SIPD dan SIPD-RI untuk
kegiatan perencanaan, penganggaran dan penatausahaan
2. Penggunaan aplikasi OSS wuntuk pengurusan
perijinan berusaha
3. Penggunaan aplikasi SPSE/LPSE untuk pengadaan
barang dan jasa
4. Penggunaan aplikasi E-kinerja BKN untuk kinerja
pegawai
S. Penggunaan aplikasi LAPOR untuk pengaduan dan
aspirasi
6. Penggunaan aplikasi SRIKANDI untuk pengelolaan
kearsipan dinamis
7. Penggunaan aplikasi SIAK Online untuk pengelolaan
dokumen kependudukan
8. Penggunaan aplikasi SIKS-NG untuk pengelolaan
kesejahteraan sosial masyarakat
9. Penggunaan aplikasi DAPODIK untuk pengelolaan
data pokok pendidikan
Output yang 1. Aplikasi umum yang ditetapkan oleh pemerintah
dihasilkan pusat telah digunakan oleh Pemerintah Kota Padang
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5. Infrastruktur
5.a. Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Kota Padang

Kode Program S.a
Nama Program/ | Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Kota Padang
Kegiatan
Tahun 2023
Penanggung Diskominfo
jawab
Rincian 1. Penyusunan milestone pusat data Pemerintah Kota
kegiatan Padang tahun 2023-2027
2. Penyusunan rencana pengembangan pusat data
Pemerintah Kota Padang tahun 2023-2027 meliputi
pengadaan, pemeliharaan, ketersediaan SDM,
ruangan, dan sarana prasarana lainnya.
3. Penyusunan Standar Pedoman Operasional Pusat
Data
4. Penyusunan SOP Akses Ruang Pusat Data
5. Penyusunan SOP Pemulihan Bencana
6. Pengelolaan layanan data center
7. Pengelolaan layanan help desk
Output yang 2. Pusat data Pemerintah Kota Padang yang dikelola
dihasilkan dengan baik

5.b. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Kode Program 5.b
Nama Program/ | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan
Kegiatan Pemerintah
Tahun 2023
Penanggung Diskominfo
jawab
Rincian 1. Penetapan ruang lingkup Sistem Penghubung
kegiatan Layanan Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota
Padang
2. Penetapan aplikasi perangkat daerah yang dapat
diintegrasikan
3. Pembuatan dokumen desain APl (Application
Programming Interface) aplikasi perangkat daerah
4. Penyusunan pedoman pengoperasional Sistem
Penghubung Layanan Pemerintah di lingkungan
Pemerintah Kota Padang
5. Penyusunan SOP Sistem Penghubung Layanan
Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Padang
6. Pengelolaan layanan help desk
Output yang 1. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah di
dihasilkan lingkungan Pemerintah Kota Padang yang dikelola
dengan baik
2. Dokumen Pedoman, SOP Sistem Penghubung
Layanan Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota
Padang
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5.c. Penyelenggaraan Jaringan Internet Pemerintah Kota Padang

Kode Program 5.
Nama Program/ | Penyelenggaraan Jaringan Internet Pemerintah Kota
Kegiatan Padang
Tahun 2023
Penanggung Diskominfo
jawab
Rincian 1. Penyusunan milestone jaringan internet Pemerintah
kegiatan Kota Padang tahun 2023-2027
2. Penyusunan rencana pengembangan jaringan internet
Pemerintah Kota Padang tahun 2023-2027 meliputi
pengadaan, pemeliharaan, ketersediaan SDM, dan
sarana prasarana lainnya.
3. Penetapan SLA Jaringan Internet
4. Penyusunan SOP Pengelolaan Jaringan Internet
5. Penyusunan SOP Perbaikan Kerusakan Jaringan
Internet
6. Evaluasi kinerja jaringan internet
7. Pengelolaan layanan help desk
Output yang 1. Terselenggaranya jaringan internet di lingkungan
dihasilkan Pemerintah Kota Padang yang dikelola dengan baik
2. Dokumentasi  pengelolaan  jaringan, perbaikan
kerusakan, pemeliharaan, dll.
5.d. Penyelenggaraan Jaringan Intranet Pemerintah Kota Padang
Kode Program 5.d
Nama Program/ | Penyelenggaraan Jaringan Intranet Pemerintah Kota
Kegiatan Padang
Tahun 2023
Penanggung Diskominfo
jawab
Rincian 1. Penyusunan milestone jaringan intranet Pemerintah
kegiatan Kota Padang tahun 2023-2027
2. Penyusunan rencana pengembangan jaringan intranet
Pemerintah Kota Padang tahun 2023-2027 meliputi
pengadaan, pemeliharaan, ketersediaan SDM, dan
sarana prasarana lainnya.
3. Penetapan SLA Jaringan Intranet
4. Penyusunan SOP Pengelolaan Jaringan Intranet
5. Penyusunan SOP Perbaikan Kerusakan Jaringan
Intranet
6. Evaluasi kinerja jaringan intranet
7. Pengelolaan layanan help desk
Output yang 1. Terselenggaranya jaringan intranet di lingkungan
dihasilkan Pemerintah Kota Padang yang dikelola dengan baik
2. Dokumentasi  pengelolaan  jaringan, perbaikan
kerusakan, pemeliharaan, dll.
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S.e. Pemanfaatan layanan Pusat Data Nasional

Kode Program | S.e
Nama Program/ | Pemanfaatan layanan Pusat Data Nasional
Kegiatan
Tahun 2025
Penanggung Diskominfo
jawab
Rincian 1. Melakukan penilaian kondisi terkini pertumbuhan
kegiatan kebutuhan penggunaan pusat data, ketersediaan
perangkat keras dan lunak, pengadaan perangkat
keras dan lunak, ketersediaan anggaran, keamanan,
dan faktor lainnya.
2. Penetapan aplikasi yang akan ditempatkan di Pusat
Data Nasional
3. Mengajukan permohonan penggunaan layanan pusat
data nasional
4. Melakukan setting dan instalasi pada server pusat
data nasional
5. Melakukan migrasi aplikasi dari server Pemerintah
Kota Padang ke server pusat data nasional
6. Mematuhi SOP penggunaan pusat data nasional
Output yang 1. Beberapa aplikasi penting di hosting pada Pusat
dihasilkan Data Nasional

6. Keamanan

6.a. Penyelenggaraan keamanan informasi SPBE

Kode Program 6.a
Nama Program/ | Penyelenggaraan keamanan informasi SPBE
Kegiatan
Tahun 2023
Penanggung Diskominfo
jawab
Rincian 1. Menetapkan isu internal dan isu eksternal keamanan
kegiatan informasi SPBE di lingkup Pemerintah Kota Padang
2. Menetapkan standar teknis dan prosedur keamanan
informasi SPBE berdasarkan isu internal dan
eksternal
3. Menetapkan pelaksana teknis keamanan informasi
SPBE di setiap perangkat daerah
4. Penyusunan program kerja keamanan informasi
SPBE meliputi edukasi, assesment, peningkatan,
penanganan insiden dan audit keamanan informasi
SPBE
5. Menjamin ketersediaan SDM dengan kompetensi
keamanan aplikasi dan infrastruktur TIK
6. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan
keamanan informasi SPBE
7. Melakukan perbaikan atas evaluasi penyelenggaraan
keamanan informasi SPBE
Output yang 1. Terselenggaranya keamanan informasi SPBE di
dihasilkan lingkup Pemerintah Kota Padang dengan baik

2. Dokumen monitoring, evaluasi serta perbaikan
penyelenggaraan keamanan informasi SPBE
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6.b. Pembentukan Tim CSIRT Pemerintah Kota Padang

Kode Program 6.b
Nama Program/ | Pembentukan Tim CSIRT Pemerintah Kota Padang
Kegiatan
Tahun 2023
Penanggung Diskominfo
jawab
Rincian 1. Penyusunan dokumen aset server, aset aplikasi dan
kegiatan aset software yang dimiliki.
2. Penyusunan dokumen topologi jaringan yang dimiliki
3. Penyusunan SOP Penanganan Insiden
4. Inventarisasi SDM dengan kompetensi keamanan
aplikasi dan infrastruktur TIK
5. Penetapan SDM menjadi Tim CSIRT dengan SK Wali
Kota.
6. Menyediakan portal layanan pelaporan insiden
Output yang 1. Terbentuknya Tim CSIRT
dihasilkan 2. Penanganan insiden sesuai ketentuan yang berlaku

6.c. Bimbingan Teknis Kewaspadaan Serangan Malware dan Phising bagi Agen

CSIRT Pemerintah Kota Padang

Kode Program 6.c
Nama Program/ | Bimbingan Teknis Kewaspadaan Serangan Malware dan
Kegiatan Phising bagi Agen CSIRT Pemerintah Kota Padang
Tahun 2023-2027
Penanggung Diskominfo
jawab
Rincian 1. Inventarisasi SDM dengan kompetensi keamanan
kegiatan aplikasi dan infrastruktur TIK
2. Melakukan koordinasi dengan BSSN terkait menjadi
nara sumber pada kegiatan bimbingan teknis
3. Menentukan tanggal pelaksanaan bimbingan teknis
4. Persiapan perlaksanaan bimbingan teknis berupa
rapat, dll.
S. Pelaksanaan bimbingan teknis
Output yang 1. Terlaksananya bimbingan teknis yang merupakan
dihasilkan salah satu program kerja edukasi keamanan
informasi SPBE
2. Dokumentasi pelaksanaan bimbingan teknis

7. Audit TIK

7.a. Melaksanakan audit aplikasi sesuai petunjuk teknis BRIN

Kode Program 7.a

Nama Program/ | Melaksanakan audit aplikasi sesuai petunjuk teknis
Kegiatan BRIN

Tahun 2023-2027

Penanggung Diskominfo

jawab
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Rincian
kegiatan

W N

. Penyusunan SK Auditor Aplikasi dan Infrastruktur

SPBE

. Menetapkan satu aplikasi untuk diaudit
. Menetapkan auditor dan auditee aplikasi yang diaudit

Membuat dan mengirimkan surat permohonan
pembuatan user auditor dan auditee untuk audit
aplikasi ke BRIN dengan email
layanan.auditspbe@brin.go.id

Memahami petunjuk teknis proses audit aplikasi yang
disediakan BRIN pada laman audit-tools-
spbe.brin.go.id /webaudit/

. Auditee dan auditor melaksanakan proses audit

aplikasi sesuai petunjuk teknis BRIN

Output yang
dihasilkan

. Terlaksananya audit aplikasi sesuai petunjuk teknis

BRIN
Hasil temuan dari auditor sesuai domain dan aspek
yang ditindaklanjuti dalam kurun waktu yang tertentu

7.b. Melaksanakan audit infrastruktur sesuai petunjuk teknis BRIN

Kode Program | 7.b
Nama Program/ | Melaksanakan audit infrastruktur sesuai petunjuk
Kegiatan teknis BRIN
Tahun 2023-2027
Penanggung Diskominfo
jawab
Rincian 1. Penyusunan SK Auditor Aplikasi dan Infrastruktur
kegiatan SPBE
2. Menetapkan infrastruktur untuk diaudit
3. Menetapkan auditor dan auditee infrastruktur yang
diaudit
4. Membuat dan mengirimkan surat permohonan
pembuatan user auditor dan auditee untuk audit
infrastruktur ke BRIN dengan email
layanan.auditspbe@brin.go.id
5. Memahami petunjuk teknis proses audit infrastruktur
BRIN pada laman audit-tools-
spbe.brin.go.id /webaudit/
6. Auditee dan auditor melaksanakan proses audit
infrastruktur sesuai petunjuk teknis BRIN
Output yang 1. Terlaksananya audit infrastruktur sesuai petunjuk
dihasilkan teknis BRIN
2. Hasil temuan dari auditor sesuai domain dan aspek
yang ditindaklanjuti dalam kurun waktu yang tertentu
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7.c. Tim Audit Internal melaksanakan audit aplikasi dan infrastruktur seperti

pentest, dll
Kode Program |7.c
Nama Tim Audit Internal melaksanakan audit aplikasi dan
Program/ infrastruktur seperti pentest, dll
Kegiatan
Tahun 2023
Penanggung Diskominfo
jawab
Rincian 1. Penyusunan SK Tim Audit Internal Aplikasi dan
kegiatan Infrastruktur
2. Penyusunan standar audit aplikasi dan infrastruktur
3. Menetapkan aplikasi dan infrastruktur untuk diaudit
4. Menetapkan metode yang digunakan dalam
melakukan audit aplikasi dan infrastruktur
5. Penyusunan rencana pelaksanaan audit aplikasi dan
infrastruktur
6. Pelaksanaan audit aplikasi dan infrastruktur
Output yang 1. Terlaksananya audit aplikasi dan infrastruktur
dihasilkan sesuai standar
2. Hasil temuan dari audit aplikasi dan infrastruktur
yang harus ditindaklanjuti

WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA




